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Nomor : 503/0% /DPMPTSP/ 1 /2022
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) ASUH ANANDA

KEPALA DINAS PENANAM_HN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

.

KABUPATEN MAJALENGKA

a.  bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Kusmiati tanggal 08

10.

11

November 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/028-Disdk tanagal 05 Januari 2022 Kelompok

Bermain' (KB) ASUH ANANDA dinyatakan memenuhi syarat untik men ka
o sya yelengarakan, Kelompok

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesual dengan) ketentuan pasal 62

tndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dinardas riu
e e o T Tl 0 T
, engan San a anama alidan Pel T
K?nw =k Mear\jgle L Din n an Pelayanan Terpadu Satu
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkl.lnga_n Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah %Undang—umng Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
an Ipaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pembentulan Daerah-Daerah Kabupaten dalam’ Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia' Nomor 2851);

Undang-Undang: Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
ﬁewblllésg}c)lnnaia [Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Omor 2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia’ Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; tentang, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemer}gn-lzh Dggmh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

Peraturan; Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar. Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013'Nomor 71 Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

turan Pemerintah Nomor 38 Tahun, 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
%ntah, Pemerintah Provinsi'dan Pemerintah Kabupaten/ Kota n Negara Republllk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4750);

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Omganisasi Perangkat Daerah  (Lembaran
E:;a;:ga;&mmnmgm Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Megara Republik

Indonesta Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Repubhr'?(nlndonesia Tahun 2008' Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

eratu Peme! Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan
gendidli-gln (Targgat?lzn Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 66 tahun 2010 tentang
perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomer 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

Standar Pendidikan Usia Dini; - ~C Al B
ergtu i idikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

4 mnpeﬂdﬂ?:g Sgetn?gr':j Ii’kgiq':fidikan Nonfonyﬁal (Berita Negara Republik Indonesia tgggga 2013

Tmian%ﬂ Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan dan K . myaaf}
Nmb;ik Ir%donesla Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonforma

(ngzjnum Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoar 1279);



